
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a.

Mengingat

PERATI'RAT ITALIXO/TA K(y}AUOBAGU

rrofoR q0 TArrrrr 2015

TEITTATG

STAISI'AR OPERASIOf,AL PROSEDIIR

PEI.AYATAII PERVITAI{
PADAI(AIrTOR PEI"AYAIIAT TERPADU SATU PTIITI'

DII{GAIT RAHTAT TI'IIAIT YAI{G UAIIA ESA

WALIKOTA K( TATOBAGU,

: 1.

bahwa untuk mewujudkan Kineq'a Pelayanan Perizinan

yang optimal dan untuk terpenuhinya pelayanan publik,

diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan

Walikota Kotamobagu Tentang Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 2a Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 Tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Ot



5.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 Taht:rr

2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2OO9 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: PER/2L/M.PAN lll{2OOS Tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun

2Ol2 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun

2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi;

8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun

2Ol2 tentang Retribusi Izin Trayek;

9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun

2Ol2 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);

1O. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15 Tahun

2Ol2 tentang Izin Mendirikan dan Merombak Bangunan

serta Pungutan Retribusi atasnya;

11. Peraturan Walikota Nomor 2O Tahun 2OO8 tentang

Uraian Tugas KPTSP Kota Kotamobagu;

12. Peraturan Walikota Nomor O3 Tahun 2OO9 tentang Jenis

Perizinan dan Rekomendasi serta Tata Cara Pelayanan

Perizinan pada KPTSP Kota Kotamobagu;

13. Peraturan Walikota Nomor O4 Tahun 2OO9 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada

KPTSP Kota Kotamobagu;

14. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2OO9

tentang jenis Perizfurun dan Rekomendasi serta Tata Cara

Pelayanan Periainan pada KPTSP Kota Kotamobagu;
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BAB I
XETETTT'AT I'TUT

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4- Kantor adalah Kantor Pelayanan Terpa.du Satu Pintu Kota Kotamobagu

yang selanjutnya disingkat KPTSP Kota Kotamobagu

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Kotamobagu
\- 6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adatah

serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses

Pelayanan Perizinal Pada KPISP Kota Kotamobagu

7. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penuangan SOP

berupa tulisan dan diagram alur.

8. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

9. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur

atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol, untuk
mempermudah memperoleh informasi.

. iO. Hasil akhir adalah produk/ou@ut dari suatu pekerjaan yang

dilaksanakan berupa Dokumen Izin

11. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

BAB II
UAI(SUD DAIT TUJUAI|

P.sal 2

(1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan Perizinan Pada KPTSP Kota

Kotamobagu adalah agar pelaksanaan peizrnan berjalan epfektif dan

efesien sesuai dengan Visi KPTSP Kota Kotamobagu

(1) Tujuan ditetapkannya SOP Pelayanan Perizinan Pada KPTSP Kota

Kotamobagu adalah :
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a. Untuk pembakuan tolok ukur yang di pergunakan sebagai acuan

pelayana perizinan pada KPTEiP Kota Kotamobagu

b. Memberikan komitmen atau janji dari pihak KPTSP KK selaku penyedia

pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan

yang terbaik.

c. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pel,ayanan pada

masyarakat.

d. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh

pelayanan sehingga dapat mewujudkan terselenggarzrnya pelayanan

publik yang berkualitas

BAB III
RUAI{G LIITCXUP SOP

Pasal 3

(f ) Ruang lingkup SOP di lingkungan KPTSP Kota Kotamobagu adalah:

a. SOP Pelayanan Perizinan

b. SOP Pengaduan

(2) SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah

serangkaian pedoman/ petunjuk tertulis yang dibalrukan mengenai proses

pelayanan perlinar: di KPTSP Kota Kotamobagu

(3) SOP Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah serangkaian

pedoman/petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penanganan

pengaduan terhadap pelayanan periinat di KPTSP Kota Kotamobagu

BAB IV

BAGAIT ALIR SOP

Prsal 4

(1) SOP pelayanan perizinarr dan SOP pengaduan dijabarkan dalam bentuk

Bagan Alir (Flowchart).

(2) Bagan Alir SOP menggambarkan langkah operasional lalulintas dokumen

dalam bentuk simbol-simbol

(3) Bentuk dan Makna simbol yang digunakan dalam bagan alir SOP

sebagaimana pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan

bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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(4) Bagan Alir SOP Pelayanan Perizinan Pada KPTSP Kota Kotamobagu
sebagaimana dimaksud pa.da ayat 1 tercantum dalam lampiran Ii yang

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
(5) Bagan Alir SOP Pengaduan Pelayanan Perizinan sebagaimana pada ayat 1

tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

ITETEI{TT'AIT PEITUTT'P

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agara setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan menempatannya datam berita daerah Kota
Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 Desember 2O

ftr YALIKOTA KOTATOBAGU,

PEUBIITAUTA.UA UI'DA
IfrP. 19730304 t99it11 10(,1

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR qO

Desember 2015



l^ampiran I
Nomor
Tanggal
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
40 TAHUN 2OI5.I DESEMBER 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZNAN
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PII{TU

Uataa Stubol

Untuk menggambarkan alur/ aliran aktivitas SOP berupa. flowchart

digunakan symbol-simbol sebagi berikut :

Sitnbol Dcliaisi

lylrrlei / Berakhir (terminato4
Simbol ini digunakan untuk mengganbarkan awal
dan akhir dari suatu bagan alir

Proses
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
keputusan yang harus dibuat dalam prosca
pelaksanaan kegiatan

Pengambilan Keputusan
Simbol ini digunakan untuk mengsambarkan
keputusan yang harus dibuat dalo"t proses
pelaksanaan kegiatan

Dokumen
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua
jeds dokumerr sebagai bulrti pelaksanaan kegiatan

Penggandoan Dokumen
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
kegiatan penggandaan dokumen

Arsip Manual
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua
jenis pengarcipan dokumen dalorn bentuk kertas /
manual

File
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua
jenis penyimpanan dalar'' bentuk data / file

Konektor
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
perpindahan aktivitas dalatn satu halaman

c,it



Konektor
Simbol irri digunakan untuk menggambarkan
perpindahan alaivitas dalam halarnan berbeda

i1- Garis Alir
Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah
proses pelaksanaan kegiatan

fuwALrKorA **^*Or UU,/



LAMPIRAN II
Nornor
Tanggal
TEt.lTANG

: PERATUMN WALIKOTA KOTAMOBAGU
: q0 TAHUN 2015
: J DESEMBER 2o1s
: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEI-AYANAN PERIZINAN PADA KAMOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

StrAIDAR OPERAETOI{AI, PROSEDUR (sOPl
PEI.AYAI{AI{ PERIZII{AII

uhb Ir omel Mzhan dan C-a P€nglCln fonnullr

L.bEk p.n b€rtls d.n nELk*tn valkbsweriflt si

tulv8y lrp.ngEn dff p.mhrttn BAP

Mcmdma S|(RD (l.n l.,lembry.r Ftelhud O.n Men€rlm. 51SFID

&*d PolurEsan R.ilrlhd dln Pre C€iak &n P.rdf M.lnan

Izln, tEny€rah.n lrin drn Fbr[Eralpan

))

hWALTKOTA KOTAMOBAGTJ,



Lampiran III
Nomor
Tanggal
TEIITANG

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
.IO TAHUN 2015
7 DESEMBER 2015

STANDAR OPEMSIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PEI,AYANAN TERPADU SATU PIIflTU

STAIIDAR OPERAaITAL PROSTDUR(8OPI
PEITGADUAII PEL/TYAI{AIT PERIZIITAIT

m€lalul laporan langsung kotak pengaduan,

Menganallsa Penyebab Masalah Mdlbatkan
S€kd-S€kg yang Terkalt

Melakukan Tln&kan Dan Veriffkasi Oilapangan

Md@rkan Hasll Penlnjauan Olapangan

Tanqgapan/nndak Lanlut Pefl lr€lesaian

Ii VALIXOTA KOTATOBAGU,

))


